PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 005/IT1.A/PER/2022

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa proses pengadaan barang/jasa di Institut Teknologi Bandung
mempunyai peran penting dalam mendukung visi, misi, dan tujuan
Institut  Teknologi Bandung dalam melaksanakan pendidikan,
pengembangan penelitian, dan inovasi serta pengembangan sistem tata
kelola Pendidikan Tinggi dengan bentuk sistem multi-kampus yang
terintegrasi dan berbasis teknologi;

b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan
Rektor ITB Nomor 070/PER/11.A/KU/2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang
Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut

Teknologi Bandung;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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13. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020
tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-
2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya
disingkat pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

2. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di
lingkungan ITB.

4. Unit Kerja Akademik yang selanjutnya disingkat UKA adalah
Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.

5. Unit Kerja Pendukung yang selanjutnya disingkat UKP adalah Unit Kerja
selain Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.

6. Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
UKPBJ adalah Unit Kerja ITB yang menangani urusan pengadaan
barang/jasa.

7. Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak ITB yang selanjutnya
disingkat Dana BPNBP ITB adalah dana yang diperoleh ITB dari kegiatan
jasa layanan yang diselenggarakan, jasa dari penggunaan aset tidak
berwujud milik ITB oleh pihak lain, penjualan barang, dan/atau dari
manfaat investasi yang dilakukan ITB, atau dana sumbangan, hibah
maupun pinjaman dari pihak luar kepada ITB.

8. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum yang bertanggung jawab secara institusional atas seluruh
proses pengadaan barang/jasa di Institut Teknologi Bandung.

9. Penanggung Jawab Pengadaan yang selanjutnya disingkat PJP adalah
pimpinan UKPBJ, Pimpinan UKA, dan pimpinan UKP yang diberikan
kewenangan atributif oleh Peraturan ini untuk melakukan pengadaan
barang/jasa pada unit kerjanya masing-masing.

10. Pejabat Pemilihan adalah personil yang diangkat oleh Rektor untuk
melaksanakan pengadaan langsung dan e-Purchasing.

11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa melalui metode Tender, Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan e-Purchasing.
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Penyelenggara Swakelola adalah tim swakelola yang dibentuk untuk
menyelenggarakan kegiatan swakelola.

Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian, Inovasi, dan/atau Pengabdian
Masyarakat adalah personil yang ditugaskan oleh UKA atau UKP ITB untuk
melakukan penelitian, inovasi, dan/atau pengabdian masyarakat.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah auditor
internal ITB yang tugas dan fungsinya untuk mengevaluasi hasil kinerja
keuangan ITB, mengawasi setiap kebijakan manajemen dan melaporkan
hasil evaluasi dan pengawasan tersebut kepada pimpinan ITB.
Pengguna adalah unit kerja yang membutuhkan dan menggunakan hasil
pengadaan barang/jasa.

Barang adalah jenis bentuk benda berwujud/tidak berwujud, bergerak,
dan/atau tidak bergerak yang digunakan/dipakai/dimanfaatkan atau
dapat diperdagangkan.

Jasa konsultansi adalah jasa yang mengutamakan kemampuan olah pikir
(brainware) dalam suatu tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Jasa lainnya adalah jasa dengan menggunakan peralatan, metodologi
khusus, dan/atau keterampilan (sk///ware), dalam suatu tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
atau segala penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia.

Penyedia barang dan jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah
pelaku usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya berdasarkan kontrak.

Badan Hukum Afiliasi adalah badan usaha berbadan hukum yang
berafiliasi dengan ITB dimana sebagian sahamnya dimiliki ITB yang
pengelolaannya berada di bawah koordinasi Unit Kerja ITB yang
menangani Pengelolaan Usaha ITB, dan badan hukum koperasi yang
keanggotaannya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) pegawai
ITB.

Permintaan Pengadaan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Purchase
Requisition adalah rencana kebutuhan barang/jasa dari Unit Kerja yang
diinputkan ke aplikasi sistem informasi pengadaan ITB.

Vendor Management System selanjutnya dalam Peraturan ini disebut VMS
adalah daftar penyedia kompeten melalui evaluasi kualifikasi dan/atau
kinerja, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia
barang/jasa lainnya/pekerjaan  konstruksi/jasa konsultansi yang
memenuhi syarat dan kualitas untuk mengajukan penawaran.
Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan tanpa melalui tender
untuk memenuhi kebutuhan operasional ITB dengan nilai setinggi-
tingginya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di UKA/UKP dan nilai
setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di UKPBJ.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) penyedia.

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
atau e-Marketplace/retail online.
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e-Reverse Auction adalah metode penawaran harga atau proses negosiasi
harga secara berulang dengan memanfaatkan sistem.
Kontes adalah metode pemilihan penyedia Barang oleh Pokja Pemilihan
yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak memiliki harga
pasar dan harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga
satuan.
Sayembara adalah metode pemilihan penyedia Jasa oleh Pokja Pemilihan
yang memperlombakan gagasan orisinil, kreatifitas, dan inovasi tertentu
yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
Sistem Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang
memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah
ketersediaan barang dan jasa tertentu dari berbagai penyedia.
Katalog Elektronik adalah terdiri dari Katalog Nasional dan Katalog ITB.
e-Markelplacel retail online adalah pasar elektronik yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan barang dan jasa ITB.
Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah perhitungan
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat berwenang
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung (overhead cost),
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ITB adalah tanda bukti
pengakuan dari ITB atas kompetensi dan kemampuan pegawai ITB di
bidang pengadaan barang/jasa.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat dan/atau
Pokja Pemilihan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan
penyampaian penawaran oleh calon penyedia serta pedoman evaluasi
penawaran oleh Pejabat dan/atau Pokja Pemilihan.
Kualifikasi adalah kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum
tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah
tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
Negosiasi adalah kegiatan pembahasan aspek teknis, harga, dan waktu
pelaksanaan pekerjaan antara Pejabat dan/atau Pokja Pemilihan dengan
penyedia.
Kontrak adalah kesepakatan antara Pimpinan UKA/UKP dan/atau
pimpinan UKPBJ] dengan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional) yang dikeluarkan oleh bank umum,
perusahaan penjamin, perusahaan asuransi yang diserahkan oleh
penyedia untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
dalam pengadaan barang/jasa.
Kartu pembelian adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu
debit dan/atau kartu kredit untuk pengadaan barang/jasa/pekerjaan
konstruksi dengan metode pengadaan langsung dan/atau e-Purchasing.
e-Payment adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik
dalam bentuk Non-Tunai, Kartu Pembelian, dan/atau Virtuval Account
(VA).
Letter of Credit (LC) adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank penerbit
(Issuing Bank) atas permintaan ITB, berisi janji bank untuk membayar
sejumlah uang kepada penyedia apabila bank penerbit menerima
dokumen sesuai dengan syarat yang berlaku.
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Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Rektor ITB yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab memberikan saran-saran teknis dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ITB.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Unit Kerja/Tenaga Ahli Internal ITB, Kementerian/Lembaga lain,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Tenaga Ahli Internal ITB adalah pegawai ITB baik Dosen maupun Tenaga
Kependidikan yang mempunyai keahlian di bidangnya.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran dari ITB.

Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia yang
dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa,
yang tercantum di Portal Pengadaan Nasional dan Portal Pengadaan ITB.
Berita Acara Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat BAPP adalah dokumen yang ditandatangani oleh PJP sebagai
bukti progres pelaksanaan pekerjaan yang masih berjalan maupun sudah
selesai pekerjaan dan sebagai dasar serah terima hasil pekerjaan.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang selanjutnya disingkat menjadi
BAST adalah dokumen yang ditandatangani oleh penyedia dan PJP
sebagai bukti serah terima pekerjaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk
mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ITB.

Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di ITB menghasilkan barang/jasa yang tepat dari
setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan penyedia ( Value for Money) serta berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengadaan

Pasal 3

Peraturan ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ITB
yang sumber dananya berasal dari Dana BPNBP dan/atau sumber dana dari
sebagian atau seluruhnya pinjaman/hibah/mitra kerja sama, sepanjang
dalam kesepakatan dengan pihak pemberi pinjaman/hibah/mitra kerja sama
menyetujui pelaksanaan pengadaan barang/jasanya mengacu pada Peraturan

ini.
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Bagian Keempat
Jenis dan Cara Pengadaan

Pasal 4

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi:

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:
a. Pemilihan Penyedia; dan/atau
b. Swakelola.

Bagian Kelima
Kebijakan Umum

Pasal 5

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

a.

—

3~ =

mengutamakan kepentingan Unit Kerja sebagai pengguna akhir
barang/jasa agar kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat di ITB berjalan lancar;

mengutamakan sistem pengelolaan penyedia secara terpusat agar
pemantauan kinerja penyedia dilakukan secara objektif;

memaksimalkan pengelolaan rantai pasok dengan mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu;
meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab
pelaksana pengadaan barang/jasa;

memaksimalkan pemanfaatan e-Marketplace pengadaan barang/jasa
ITB;

mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta
transaksi elektronik;

membangun hubungan lintas organisasi dan Unit Kerja untuk
menciptakan proses Procure to Pay;

mewajibkan setiap Unit Kerja yang terkait dengan proses perencanaan
dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk menciptakan
pengendalian internal dan melaksanakannya sebagai unjuk kerja
termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada masing-
masing Unit Kerja;

mengutamakan sinergi dan strategi pengadaan barang/jasa terintegrasi
sehingga menghasilkan tota/ cost of ownership yang terbaik;

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional
Indonesia (SNI);

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.
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